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Pendahuluan

Satu hal yang sangat dirasakan
kebutuhan pada saat ini oleh badan-badan
usaha di Indonesia dalam rangka
penghitungan PPh dan penyampaian
laporan keuanganuntuk tujuanpajak,yaitu
Tax accounting. Namun, sampai saat ini
belum adasuatustandarataumodellaporan
keuangan tax accounting yang layak, yang
bisamenjembatani laporankeuangm untuk
kepentingan komersial dan laporan
keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Keberadaan tax accounting perlu dipikirkan
oleh fiskus, karena adanya laporan
keuangan model ini diharapkan dapat
menjembatani rekonsiliasi pajak teihadap
laporan keuangan komersial (dapat
dilakukan penyesuaian dengan laporan
keuangan komersial).

Konsep dasar dari kedua laporan
keuangan tersebut adalah berbeda. Laporan
keuangan tujuan komersial disusun
berlandaskan pada Prinsip Akuntansi In-
donesiatahun 1984 (PAI 1984),sedangkan
untuk tujuan pajak berlandaskan pada
ketcntuan peraturan perundang-undangan
PPh yaitu UU No. 7 Tahun 1984 (tclah
discmpumakan menjadi UU No. 7 Tahun
1991). Tidak semua konsep utama kedua
laporan keuangan tersebut berbeda, tetapi
juga tidak dapat dikatakan konsep utama

kedua laporan keuangan tersebut sama.
Namun masing-masing memiliki
karakteristik tertentu.

Perbedaan Laba Komersial dan

Penghasilan Kena P^ak.
Laporan keuangan merupakan hash

akhir dari proses pembukuan dan
pencatatan. Unsur utama dari laporan
keuangan meliputi aktiva, kewajiban, mo
dal, penghasilan, biaya dan laba. Dari
beberapa unsur utama tersebut, yang
beikaitan dengan pengenaan PPh yaitu
penghasilan, biaya dan laba.

Laba merupakan selisih lebih dari
penghasilan teihadap biayadalam periode
tertentu. Labamemiliki berbagai kegunaan,
diantaranya adalah untuk dasar pengenaan
pajak.Labasebagai dasarpengenaanjumlah
PPh yang terutang dapat dihitung berdasar
laba akuntansi dan laba kena pajak (lAI,
1990, hal. 25). Laba akuntansi yaitu laba
yang dihitung berdasar PAI 1984,
sedangkan laba kena pajak yaitu laba yang
dihitungberdasarUUPPh. Dalam makalah.
ini akan digunakan istilah laba komersial
untuk laba kena pajak. Hasil penghitungan,
menurut laba komersial dan penghasilan
kena pajak tidak selalu sama. Hal ini
dimungkinkan terjadi karena adanya
berbagai perbedaan. Perbedaan tersebut
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dapatdigolongkan menjadi:
1. Perbedaan Permanen

Perbedaanbersifatpermanen timbul,
karena adanya pembatasan atau peraturan
penindang-undangan yang dikehendaki
oleh fiskus untuk tujuan tertentu. Baik
tujuan politik» ekonomi maupun alasan
administrasi. Dengan kata lain, perbedaan
permanentimbulkarenaadanyaperbedaan
elemen yang termasuk komponen
penghitungan laba komersial, tetapi tidak
termasuk komponen penghitungan
penghasilan kena pajak.

Berikut ini elemen-elemen yang
termasuk komponen penghitungan laba
komersial, tetapi dikoreksi atau tidak
termasukelemenpenghitunganpenghasilan
kena pajak :

a. Deviden yang diterima dari
perusahaan yang mempunyai
hubungan ekonomis dalam
usahanya yang modal sahamnya
dimiliki paling sedikit 25%.
Deviden yang diperoleh oleh
perusahaan dari perusahaan Iain,
tidakdianggapsebagai penghasilan.
Apabilaperusahaanyangmenerima
tersebut tidak sekedar

membungakan uang yang
menganggur(sedangtidakdipakai),
melainkan pada dasamya bersifat
kekal dan kedua perusahaan
tersebut, merupakan satu kesatuan
jalurusaha.

b. Sumbangan, hibah, bantuan.
c. Natura.

Ditinjau dari segi komersial, natura
jelas merupakan biaya yang akan
berpengaruh dalam penghitungan
jumlah keuntungan suatu
perusahaan. Sedangkan, untuk

keperluan perpajakan, pengeluaran
untuk natura tidak boleh

dikurangkan dari penghasilan
dalam penghitungan penghasilan
kena pajak. Dengan kata lain untuk
tujuan perpajakan, natura tidak
dianggap sebagai biaya. Sehingga
kapan pun natura itu terjadi akan
ada perbedaan bersifat permanen
ini.

Perbedaan bersifat permanen ini
tidak menimbulkan masalah khusus karena
teijadi padasaatperbedaan tersebuttimbul.
Hanya saja dalam menyusun laporan
keuangan, perusahaanharus menyesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
2. Perbedaan Temporer.

Perbedaanbersifattemporertimbul,
karena perbedaan waktu pengakuan
terhadaptransaksi-transaksi yangberkaitan
dengan unsur-unsur laba komersial dan
penghasilankenapajak.Artinya, perbedaan
temporeriniteijadikarenapergeseranwaktu
alokasi,sebagaikonsekuensi daripenerapan
prinsip akuntansi yang berbeda antaraPAI
1984 dan UU PPh. Perbedaan ini hanya
terjadi dalam jangka pendek, dan akan
hilang dengan jsendirinya dalam jangka
panjang. Akibat perbedaan temporer ini
laba komersial dapatlebih besar ataiilebih
kecil dari penghasilan kena pajak.
Perbedaan waktu pengakuan ini dapat
ditinjau dari unsur penghasilan dan unsur
biaya.

a. Penghasilan untuk tujuan pajak
diakuilebih cepatdibandinguntuk
tujuan komersial. Contoh dari
transaksi ini adalah:

- Sewa, royalty dan penghasilan
lain sehubungan dengan
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penggunaanhartaolehpihaklain,
untuk tujuan pajak diakui pada
saat diterima kasnya dan untuk
tujuan komersial diakui pada saat
periodc yang menikmatinya.

- Upah, hak dan imbalan yang
dibayarkan untukjasateknik dan
manajemen untuk tujuan pajak
diakui saat diterima kasnya dan
untuk tujuan komersial diakui
pada saat periode yang
menikmatinya.

- Pendapatanpadakontrakjangka
panjanguntuktujuanpajakdicatat
(baca : dilaporkan) dengan
menggunakanmetodeprosentase
penyelesaikan dan untuk tujuan
komersial dicatat dengan
menggunaan metode kontrak
selesai.

b. Penghasilanuntuktujuankomersial
diakui lebih cepat daripada untuk
tujuan pajak. Contoh dari transaksi
ini adalah:

- Laba dari penjualan angsuran,
untuk tujuan komersial dicatat
pada tanggal penjualannya dan
untuk tujuan pajak diakui saat
diterima kasnya.

c. Biaya yang diakui untuk tujuan
pajak lebih cepat daripada untuk
tujuan komersial. Contoh dari
transaksi ini adalah:

- Biaya penyusutan aktiva letap
untuk tujuan pajakmenggunakan
taksiran umur ekonomls yang
lebih pendek daripada untuk
tujuan komersial.

- Biaya-biaya yang lerjadi dalam
masa konstruksi aktiva tctap
(misalnya : pajak dan bunga)
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dibebankan pada saat dibayar
untuk tujuan pajak dan
ditangguhkan untuk tujuan
komersial.

d. Biayadiakuiuntuktujuankomersial
lebih cepat daripada untuk tujuan
pajak. Contoh dari transaksi ini
adalah:

- Taksiranbiayauntukgaransiatau
kontrak jaminan produk, untuk
tujuan komersial diakui lebih
cepat daripada tujuan pajak.
Artinya, untuk tujuan komersial
biayatersebutdiakuipadaperiode
yang menikmatinya dan untuk
tujuanpajak,biayaini dibebankan
pada saat dibayarican.

- Taksiran kerugian piutang
(piutang ragu-ragu) diakui pada
periode beijalan bila diketahui
terjadi dan ditentukan untuk
tujuan komersial, sedangkan
untuk tujuan pajak kerugian
piutang diakui bila piutang tidak
tertagihsungguh-sungguh teijadi.

- Taksiranbiayaatassuatumasalah
selama masih menunggu
keputusan pengadilan dan klaim
yang dilakukan, untuk tujuan
komersial dicatat (baca: diakui)
apabila ditentukan secara wajar
dan untuk tujuan pajak dicatat
apabila telah dibayar.

Alokasi Pajak Penghasilan
PPh yang dihitung berdasar laba

komersial sering disebut PPh finansial dan
PPh yang dihitung berdasar penghasilan
kena pajak disebut PPh fiskal. Selisih yang
ditimbulkan oleh jumlah PPh finansial dan
PPh fiskal yang beibeda ditampung dalam



pos PPh yang Ditangguhkan (lAI, 1991).
YiVaijumlah PPhfinansial lebih kecil

dariPPhfiskahmakaselisihnyamerupakan
PPh yang Ditangguhkan bersaldo debit
dandisajikandalam neracadalam kelompok
Aktiva Iain-lain. Sedangkan, bila jumlah
PPh finansial lebih besar daripada PPh
fiskaU maka selisihnya merupakan PPh
yang ditangguhkan bersaldo kredit dan
disajikan dalam neraca dalam kelompok
Kewajiban Iain-lain. Pos PPh yang
Ditangguhkan ini akan dialokasikan pada
beban PPh tahun-tahun mendatang.
Pembebanan inilah, yang dikenal dengan
alokasi PPh antar periode. Berikut ini
illustrasi dari laba komersial dan
penghasilan kena pajak dari PT Double X.

per tahun. Pengeluaran ini
merupakan kenikmatan mendiami
rumah yang disewakan oleh
perusahaan untuk karyawannya.
Kenikmatan ini bukan merupakan
penghasilan bagi pihak karyawan,
sehinggapengeluaranini tidak boleh
dikurangkandari penghasilan (Dirjen
Pajak, 1984).

Sedangkan untuk tujuan komersial,
pengeluaran tersebut dikurangkan
dari penghasilan pada periode
teijadinya. Mengingat pengeluaran
tersebut memberi manfaat pada
periode yang menikmatinya maka
dianggap sebagai biaya.

Tabel 1. Laba komersial dan Penghasilan Kena Pajak.

Keterangan 1989 1990 1991 1992 1993

Laba komersial

- PPh finansial

9.832.320

1.503.300

7.431.020

1.143.150

9.179.100

1.408.050

11.531.220

1.758.150

- 13.150.600

. 2.001.150

Laba bersih 8.329.300 6.287.870 7.789.050 9.773.670 . 11.149.450

Penghsl kena pajak
- PPh Cskal

6.288.300

943.200

4.320.020

648.000

9.835.100

1.474.800

14.200.220

2.130.000

17.451.600

2.617.800

penghasilan bersih 5.345.120 3.672.020 8^37.300 12.070.820 14.833.800

Sumber: PT. Double X, yang telah diolah

Selisih tersebutdisebabkan olehperbedaan
pos-pos yang bisa dikelompokkan sebagai
berikut:

1. Perbedaan Permanen.

a. Biaya sewa rumah.
Biaya sewa rumah ini sebesar Rp.
180.000 merupakan pengeluaran
sewauntukrumah parakaryawannya

b. Sumbangan
Untuk tujuan pajak, sumbangan
dalambentuk ^apunjugatidakboleh
dikurangkan dari penghasilan.
Namun sebaliknya, untuk tujuan
komersial sumbangan ini
diperlakukan sebagai pengurang
penghasilan. karena mengurangi
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penghasilan yang diperoleh
perusahaan. Sclain alasan tersebut,
pembebanan sumbangan ini
menjpakan pcngeluaran yang sudah
tidak memberi manfaat untuk masa

yang akan datang. Adapun besamya
sumbangan adalah Rp. 10.000 per
tahun.

2. Perbedaan Temporer.
a. Penyusutan Aktiva Tetap.

Berdasar catatan yang ada,
perusahaanmemiliki beberapamobil
yangjumlah totalhargaperolehannya
Rp. 30juia, dan umurekonomisnya
4 tahun dengan nilai residu Rp. 6
juta. Selama tahun 1989-1993 tidak
ada pcnambahan atau pengurangan
aktiva tersebut. Metode penyusutan
yang digunakan oleh perusahaan
adalah metode garis lurus.
Sedangkan, untuk tujuan pajak
menggunakan tarif golongan I
sebesar 50% dari harga
perolehannya. Berikut tabel
penyusutan yang dihitung menurut
kedua tujuan.

Dari tabel perhitungan tersebut
terlihat, bahwa pada tahun pertama
dan kedua, penyusutan untuk tujuan
pajaklebih besar. Hal ini disebabkan
karena metode penyusutan untuk
tujuan pajak lebih dipercepat
daripada untuk tujuan komersial.

b. Kerugian piutang
Pembentukan cadangan dalam
perusahaan, untuk tujuan pajak tidak
dibenarkan (Diijen Pajak, 1984).
Termasuk pembentukan cadangan
taksiran kerugian piutang ragu-ragu
seperti lazimnya dunia usaha.
Diperkenankan mengakui piutang
tidaktertagihbiladebiturbenar-benar
tidak dapat melunasi utangnya.
Dalam hal ini hams ada bukti yang
didukungolehkeputusanpengadilan.
Sedangkan, untuk tujuan komersial
pembentukan cadangan taksiran
kerugian piutangdimaksudkan untuk
menilai kolektabilitas suatu piutang
pada periode berjalan. Berikut
illustrasi pengakuan kerugian
piutang untuk tujuan pajak dan untuk
tujuan komersial.

Tabel 2. Penyusutan untuk tujuan komersial dan pajak

Tahun Pajak Komersial Selisih

1989 15.000.000 6.000.000 + 9.000.000

1990 7.500.000 6.000.000 + 1.500.000

1991 3.750.000 6.000.000 - 2.250.000

1992 1.875.000 6.000.000 ^.125.000

1993 1.875.000 6.000.000 -4.125.000
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Tabel 3. Kenigian Piutang untuk tujuan pajak dan komersial

Keterangan/Tahun 1989 1990 1991 1992 1993

KP tujuan Komersial 16.000 15.000 10.000 14.000 .

KP tujuan Pajak - 16.000 15.000 10.000 14.000

Dari tabel tersebut lerlihat bahwa

sebenarnya perbedaan yang
ditimbulkan hanyalah merupakan
pergeseran waktu alokasi kerugian
piutang tersebut. Dengan demikian
untuk tujuan komersial kerugian
piutangdiakui lebih cepat daripada
untuk tujuan pajak.

c. Sewa diterima di muka.

Sewa diterima di muka atas

penggunaan gedung kios oleh pihak
lain sebesar Rp. 5,4 juta, dengan
masa kontrak tiga tahun. Gedung
tersebut digunakan pada awal tahun
1990,tetapi uangsewatelahditerima
oleh perusahaan tanggal 29 Novem
ber 1989.

Untuk tujuan pajak, sewa yang
diterima di muka diakui sebagai
penghasilan pada saat diterima
pembayaran tunainya. Artinya, sewa
yang diterima di muka ini diakui

sebagai penghasilan tahun 1989
sebesar Rp. 5,4 juta (sebesar harga
kontraknya). Scdangkan, untuk
lujuankomcrsialsewatersebutdiakui
sebagai penghasilan scjalan dengan
manfaat yang dibcrikan yaitu sebesar
Rp. 150.000 untuk tahun 1989.
Dengan demikian, untuk tujuan pajak
sewa yang diterima di muka diakui
lebih cepat daripada untuk tujuan
komersial.

Perbedaan tcmporer yang
ditimbulkan karcna pergeseran
waktu pengakuan penghasilan dan
biaya ini dapat dijembatani dengan
alokasi PPh pada lahun-tahun
berikutnya. Mctode penangguhan
PPh merupakan melode penyajian
alokasi PPh antar periode danmetode
alokasinya adalah alokasi
menyeluruh (comperhensivc alloca
tion).

83



Tabel 4.

Alokasi PPh yang Ditangguhkan dalam laporan keuangan yang telah
disesuaikan tujuan pajak

Keterangan 1989 1990 1991 1992 1993

a. laba sbl pajak 9.832.320 7.431.020 9.179.100 11.531.220 13.150.600

perbedaan peranan:

- sewanimah

- sumbangan

180.000

10.000

180.000

10.000

180.000

10.000

180.000

10.000

180.000

10.000

()erbedaan temporer:

- sewa diterima dimuka

- penyusutan

- kerugian piutang

5.250.000

(9.000.000)

16.000

(1.800.000)

(IJOO.OOO)

(1.000)

(1.800.000)

2.250.000

(5.000)

(1.650.000)

4.125.000

4.000

4.125.000

( 14.000)

b. Penghsl kena pajak 6.288.320 4.320.020 9.835.100 14.200.220 17.451.600

c. PPh : • finansial

' fiskal

1J03.300

943.200

1.143.150

648.000

1.408.050

1.474.800

1.758.150

2.130.000

2.001.150

2.617.800

d. PPh ditangguhkan 560.100 (K) 495.150 (K) 66.750 (D) 371.000 (D) 616.650 (D)

e. penghasilan bersih 5.345.120 3.672.020 8.537.300 12.070.820 14.833.800

Sumber : PT. Double X yaiig telah diolah
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Dari Tabcl 4. tersebut terlihat bahwa

saldo PPh yang ditangguhkan ini
dapat bertambah besar atau kecll
tergantung pada besamya selisih
yang ditimbulkan oleh laba komersial
dan pcnghasilan kena pajak. PPh
yang ditangguhkan bcrsaldo krcdit,
tidak bcrarti pcrusahaan mcmiliki
utang pajak kcpada fiskus atau dapat
dikompcnsasikan dcngan kclcbihan
pcmbayaran pajak, tetapi merupakan
rckayasa akuntansi. Begitujuga PPh

yang ditangguhkan bersaldo debit,
tidak berarti pcrusahaan mempunyai
piutang kepada fiskus yang dapat
ditagih atau dikompcnsasikan
dcngan utang pajak.
Namun dcmikian PPh yang
ditangguhkan bcrsaldo debit ini dapat
dialokasikan pada PPh finansial
pcriodc berikutnya. Artinya, PPh
yang ditangguhkan bersaldo debit
akan mcmpunyai future value jika
diyakini bahwa pcriodc tahun



berikutnyaperusahaan mcndapatkan
laba.

Penutup
PPh yang dihitung untuk tujuan

komersial tidak selalu sama bcsamya
dengan PPh yang dihitung untuk tujuan
pajak,karena adanya perbedaan. Pcrbcdaan
pennanen timbul karena adanya pcraturan-
peraturan atau pembatasan yang
dikehendaki oleh fiskus. Sedangkan,
perbedaan temporer timbul, karena adanya
pergeseran waktu alokasi. Perbedaan ini

akan dihapus atau dialokasikan pada satu
periode atau bebei<^)a periode yang akan
datang.

Selisih PPh finansial dan PPh fiskal

ditampungdalam PFbditangguhkan. Saldo
PPh ditangguhkan inidapat bertambahbesar
atau kecil tergantung pada besamya selisih
yang ditimbulkan oleh laba komersial dan
penghasilan kena pajak. PPh ditangguhkan
bersaldo kredit, akan disajikandalam neraca
pada pos kewajiban Iain-lain. PPh yang
ditangguhkan bersaldo debit, disajikan
dalam neraca pada pos aktiva Iain-lain.

Penulis berpendapat perlunya
standarisasi pelaporan bagi tax accounting
yang lebih jelas dan rinci (pengaturan di
PAT 1984 masih garis besar) yang bisa
menjembatani kebutuhan baik untuk
perusahaan maupun untuk fiskus. Adapun
perhitungan selisih dari Tax Accounting
seperti yang telah penulis uraikan di atas
(Tabel 4). Tax Accounting yang standar

bagi perusahaan berfungsi untukmemantau
pembayaran PPh sctiap tahunnya. Bagi
fiskussebagaidasarpengcnaan PPh Wajib
Pajak sctiap tahunnya. Dengan adanya tax
accounting yang standar maka akan
memudahkan dan meinpercepat perusahaan
dalam membayar PPh. bagi fiskus akan
memudahkan dalam mcneliti laporan
keuangan wajib pajak dalam waktu yang
singkat.
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